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PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2018/PA Sbh

DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan

sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Hasahatan Jae 10 Maret 1978 agama lIslam,
pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Lingkungan IV
Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas,
Selanjutnya disebut sebagai : “Penggugat”;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sigorbus Jae 10 Maret 1971 agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal Dusun Sigorbus Jae, Desa
Sigorbus Jae, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas,

Selanjutnya disebut sebagai : “Tergugat’;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Nopember
2018, telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Gst pada tanggal 26

Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02
Februari 1998, sesuai Duplikat kutipan akta nikah Nomor: 0172/012/11/1998 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang

Lawas pada tanggal 26 Oktober 2018;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-
istri dengan bertempat tinggal di Lingkungan Pamulang, Kelurahan Pamulang,
Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Banten selama lebih kurang 7 tahun,
kemudian pindah ke Lingkungan Il Pasar Sibuhuan selama lebih kurang 10 tahun,
kemudian pindah ke Desa Sigorbus Jae seperti alamat Tergugat di atas selama 4
tahun sampai akhirnya berpisabh;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikarunia 5 orang anak, yaitu:

a. Nama anak (pr) binti Bustanuddin Nasution, umur 18 tahun;
b. Nama anak (pr) binti Bustanuddin Nasution, umur 14 tahun;
¢. Nama anak (Ik) bin Bustanuddin Nasution, umur 12 tahun;
d. Nama anak (Ik) bin Bustanuddin Nasution, umur 9 tahun;

e. Nama anak (pr) binti Bustanuddin Nasution, umur 6 tahun;

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai
selama 6 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat disebabkan :

a. Tergugat suka bermain judi, apabila dinasehati Tergugat selalu marah-
marah sehingga terjadi pertengkaran;

b. Tergugat selalu keluar malam terkadang sampai 3 hari lamanya, sehingga
Tergugat lupa pada tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga ;

c. Tergugat selalu bersikap egois dan mau menang sendiri;

d. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal
7 Januari 2018 pada waktu itu Tergugat melarang Penggugat berjualan sedangkan
uang belanja tidak diberikannya, akhirnya Penggugat tetap berjualan, akibatnya
Tergugat marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 1 Maret 2018
disebabkan Penggugat mau pergi berjualan Tergugat melarangnya sehingga
terjadi pertengkaran, sejak saat itu sampai diajukannya gugatan ini Penggugat dan
Tergugat tidak pernah bersatu lagi ;

7. Bahwa pihak keluarga telah 4 kali berusaha merukunkan dan mendamaikan

Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
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8. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat tidak
bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan tidak ada lagi harapan akan
hidup rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sj Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat
membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta
menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Mejatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat).

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Subsidair :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex

Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara
ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara in persoon
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sabh;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada
Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian
melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan
Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat di jalankan;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat sebagai berikut;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan
Timur, Kota Medan, Nomor : 0172/012/11/1998, tanggal 26 Oktober 2018, yang telah
dinazegelen oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di
persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,
selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanggal serta di beri tanda;
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Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masingmasing sebagai
berikut;

Saksi | Annisa Nasution Binti Mawardi Nasution, umur 34 tahun, agama

Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan K.H.
Dewantara, Kecamatan Ulu Barumun, kabupaten Padang Lawas.
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai
berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-
istri dengan bertempat tinggal Kota Tangerang dan terakhir tinggal di Desa Sigorbus
Jae Padang Lawas;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 orang anak;

- Bahwa sejak sekitar tahun 1995 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun
dan damai selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa pertengkaran itu disebabkan Tergugat suka bermain judi, selalu keluar
malam terkadang sampai 3 hari lamanya, Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2018
karena Tergugat melarang Penggugat berjualan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat
dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi Il Maryam Binti Ali Tuju, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal lingkungan Pasar
sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-
istri dengan bertempat tinggal Kota Tangerang dan terakhir tinggal di Desa Sigorbus
Jae Padang Lawas;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 orang anak;

- Bahwa sejak sekitar tahun 1995 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun
dan damai selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa pertengkaran itu disebabkan Tergugat suka bermain judi, sering keluar
malam, dan Tergugat bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2018
karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat
dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap
dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus
dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut
dipertimbangkan untuk putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan
Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat
(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah
diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
telah datang secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan
ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut
maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi hakim
untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Meniimbang, bahwa hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar
berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal Ayat (1), ayat (2) dan ayat
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka
Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah
Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah belanja kepada Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut, antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumabh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang
mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo.
Pasal 1865 KUH Perdata, hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan
diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat
bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.
setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat
formil pembuktian karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285
R.Bg. jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya
mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan
Penggugat dengan Tergugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
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seperti tersebut di atas, karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P), dan 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo.
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang
menjadi saksi ,dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai
saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi mendengar sendiri perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah
pisah rumah sekitar 11 bulan tidak pernah bersatu lagi. Sehingga keterangan kedua
saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan
Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga
antara Penggugat danTergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah
memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkan mereka tentang kejadian
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah
mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat
bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta
bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan bukti surat (P). serta dua orang
saksi), hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sabh;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa faktor perselisihan tersebut di sebabkan oleh Tergugat berjudi dan
sering keluar malam dan tidak punya tanggungjawab terhadap keluarga:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2018;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan, tetapi tidak berhasil;
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Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim berpendapat
gugatan Penggugat telah sesuai, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan
antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di
atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami
istri dan belum pernah bercerai; Menimbang, bahwa telah terbukti pula adanya
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak
lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri,
dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana
dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pihak keluarga
Penggugat yang juga orang dekat dengan Penggugat, yang dalam perkara ini
sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak
sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (broken marriage), tidak
mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat,
mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena
tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang
Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, serta Firman Allah
S.W.T. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Jaz5 Gl 133sCai] g il asludnl 53 ST GLE vl 50
o w X - E E)
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Artinya : “Dan di anta:ra tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang berpikir;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia Tahun 1991, hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan
berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat secara Verstek pada
poin (1) dan (2) dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain
sughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar’i
yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Mejatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M.
bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1440 H. Oleh Wendri,S.Ag.,M.H.,sebagai
hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dengan dibantu oleh Muhammad

Zulfikri,S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;
Panitera Pengganti Hakim Tunggal,
Muhammad Zulfikri,S.H.I.,M.H. Wendri,S.Ag.,M.H.
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Perincian Biaya:
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 255.000,
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai. Rp 6000,-

Jumlah Rp. 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
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